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RINGKASAN 

Pajak Penghasilan merupakan penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia 

dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan dan beroperasi di 

Indonesia yang membayarkan Pajak Penghasilan tersebut. PT ABC merupakan 

salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang memiliki andil dalam 

pembayaran pajak ke kas negara. Kegiatan sehari-hari PT ABC adalah 

memproduksi berbagai macam jenis kertas dan pulp. PT ABC sedang berproses 

untuk melakukan pembenahan seluruh sistem yang ada guna menunjang 

perkembangan dan kemajuan perusahaan dan sebagai perusahaan komersil, maka 

PT ABC berusaha untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin dan menginginkan 

untuk membayar pajak seefisien mungkin, sehingga diperlukan perencanaan pajak 

guna mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC. Perencanaan 

pajak melalui Pajak Penghasilan Karyawan diharapkan mampu untuk 

meminimalkan Pajak Penghasilan yang ditanggung Perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan 

perencanaan pajak yang paling sesuai untuk PT ABC melalui penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif 

analitis dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah identifikasi 

data, model perencanaan pajak, evaluasi, mencari kelemahan, pengaruh penerapan 

dan memutakhirkan perencanaan pajak. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun analisis data yang 

digunakan adalah menganalisis informasi yang ada, membuat model perencanaan 

pajak, mengevaluasi rencana pajak, mencari kelemahan, menganalisis pengaruh 

penerapan metode, dan memutakhirkan perencanaan pajak. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan penghitungan 

Pajak Penghasilan menggunakan metode gross up merupakan cara yang terbaik 

untuk mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC. 

Penerapan metode gross up tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan Pajak 

Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC, sehingga terdapat penghematan pajak 

sebesar Rp 143.318.700. Dilain sisi, penerapan metode gross up ini dilakukan 

sebagai upaya perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya. Jadi, penerapan metode gross up ini menguntungkan dari pihak 

perusahaan maupun pihak karyawan.   

 

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, Pajak Penghasilan 

Badan, Metode Penghitungan Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak.  
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SUMARRY 

Income tax is the largest revenue for Indonesia because many companies 

established and operating in Indonesia who paying the income tax. PT ABC is one 

of manufacturing company in Indonesia which has contributing in the payment of 

taxes to the state treasury. The daily activity of PT ABC is producing various 

types of paper and pulp. PT ABC is processing to reform all entire system in order 

to support the development and progress of the company as a commercial 

company, PT ABC is trying to get the optimum profit alongside pay taxes as 

efficient as possible, so tax planning importantly necessary in order to have 

efficiently the Income Tax that covered by PT ABC. Tax planning from the 

Employees Income Tax should be able to minimize income tax that covered by the 

Company. 

This research was conducted in order to determine the application of the 

most suitable tax planning for PT ABC by calculating of Employees Income Tax 

according Article 21. Type of research is descriptive analytical with case study 

approach. The focus of this research is the identification of the data, models of tax 

planning, evaluation, looking for weaknesses, effects by applying and updating 

the tax planning. The type of data collection used literature study and 

documentation. Analysis data will be concern in analyzing the existing 

information, making tax planning models, evaluate the tax plan, looking for 

weaknesses, analyze the real effect by using various methods, and updating tax 

planning. 

Based on the research that has been finished, the application of income tax 

calculation by using the gross-up method is the best method to efficiently the 

income tax that covered by PT ABC. The implementation by using gross up 

method is capable to decrease Income Tax that covered by PT ABC, so there is a 

tax savings approximately Rp143.318.700. Meanwhile, the implementation of the 

gross up method is one of company efforts to motivate and improve employee 

welfare. So the implementation of the gross up method can give beneficial to both 

sides between company and also for employees. 

 

Key Words: Income Tax Article 21 Employees, Income Tax Corporate, Income 

Tax Methods, Tax Planning. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang melakukan 

pembangunan, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan 

jalan, jembatan, pasar, serta infrastruktur lainnya untuk menunjang sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waluyo 

(2009:2) menjelaskan bahwa pengertian pembangunan nasional adalah 

kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun 

spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 

memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan. 

Pohan (2013:1) menyatakan bahwa dana pembangunan dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam 

negeri maupun dari mancanegara. Sumber-sumber penerimaan negara inilah 

yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran 

pemerintah serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya 

penerimaan negara yang cukup, maka pembangunan di Indonesia tidak dapat 

dilaksanakan. Setiap tahun penerimaan Negara Indonesia mengalami 

peningkatan yang dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2010 – 2015 

 

Tahun 

Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Persentase 

Penerimaan 

Pajak 

Penerimaan 

Negara 

Penerimaan 

Pajak 

Penerimaan 

Bukan Pajak 

2010 992,2 723,3 268,9 72,9 % 

2011 1.205,4 873,9 331,5 72,5 % 

2012 1.332,3 980,5 351,8 73,6 % 

2013 1.432,1 1.077,3 354,8 75,2% 

2014 1.633,0 1.246,1 386,9 76,3 % 

2015 1.758,9 1.379,9 379,0 78,5% 

Sumber : Nota Keuangan RAPBN, data diolah 2016 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan 

negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak menyumbangkan lebih dari 

70% penerimaannya ke kas negara. Hal ini dibuktikan dengan terus 

meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Pajak memiliki 

peranan yang sangat penting dalam pembiayaan di Indonesia karena pajak 

merupakan penyangga utama dari pembiayaan pengeluaran negara. Beberapa 

manfaat yang didapatkan dari pembayaran pajak adalah sebagai dana untuk 

pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, kesehatan, transportasi, 

pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, pertanian, dan 

sebagai DAU (Dana Alokasi Umum). 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan pengertian pajak, 

yaitu iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
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mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditinjau dari sisi 

pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang 

digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah; 

sedangkan dari sisi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan 

mengurangi laba perusahaan. 

Zain (2007:38) menjelaskan pengertian beban pajak, yaitu jumlah 

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas kegiatan usaha yang 

dilakukan. Secara umum semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, 

maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Salah 

satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin dan 

menginginkan untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Mendapatkan laba 

semaksimal mungkin dan membayar pajak serendah-rendahnya merupakan 

hal yang tidak mungkin terjadi karena apabila laba yang diterima perusahaan 

tinggi, maka pajak yang dibayarkan juga akan tinggi.  

Perusahaan dan karyawan memiliki hubungan yang saling 

membutuhkan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam menjalankan 

kegiatan usahanya membutuhkan karyawan sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, di lain sisi karyawan 

membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk mencari sumber penghidupan 

dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya serta atas kinerja yang telah 

dilakukan, karyawan berhak untuk menerima imbalan berupa gaji, upah, atau 

tunjangan atau imbalan lainnya. Pemberian dari perusahaan untuk karyawan 
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dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan kinerja 

serta untuk memotivasi para karyawan agar lebih giat dalam bekerja.  

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya memberikan 

andil yang cukup besar terhadap pendapatan pemerintah karena perusahaan 

setiap tahunnya menyetor pajak ke kas negara. Hubungan pemberi kerja 

dengan karyawan akan menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak, yaitu 

pajak penghasilan pasal 21 untuk para karyawan, serta pajak penghasilan 

pasal 25 untuk badan. Akibat dari adanya pengenaan pajak penghasilan 

adalah perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan pajak. 

Menekan pajak dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya-biaya yang 

boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga penghasilan kena pajaknya 

menurun. Wajib Pajak dapat menekan pajak seminimal mungkin, baik dengan 

cara yang diperbolehkan oleh undang-undang (legal) maupun cara yang 

melanggar undang-undang (ilegal).  

Melakukan efisiensi pajak (penghematan) secara legal dapat dilakukan 

upaya melalui manajemen pajak. Suandy (2011:6) menjelaskan pengertian 

manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah 

mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan 

manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara bebas dan 

usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Pohan 

(2013:7) menjelaskan hal yang serupa, yaitu manajemen perpajakan 

merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 



5 
 

pelaksanaan, dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Mengacu pada manajemen 

perpajakan tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan untuk 

menghemat pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan adalah dengan 

melakukan perencanaan pajak. 

Pohan (2013:6) memberikan penjelasan mengenai pengertian dari 

perencanaan pajak, yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak 

lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar 

ketentuan undang-undang. Perencanaan pajak diperlukan agar pajak yang 

dibayarkan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan penghematan secara efektif dan 

efisien. Pajak dikatakan efektif apabila Wajib Pajak dan fiskus memiliki 

penafsiran yang sama mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Pajak 

dikatakan efisien apabila pembayaran pajak dilakukan dengan tepat baik dari 

segi jumlah maupun waktu, sehingga tidak menimbulkan denda dan bunga. 

Berdasarkan hubungan antara Pajak Penghasilan pasal 21 dengan 

pasal 25 dapat dilakukan celah untuk menghemat beban pajaknya dengan 

perencanaan pajak melalui biaya-biaya yang berhubungan dengan 

kesejahteraan karyawan. Melakukan perencanaan pajak penghasilan 

karyawan diharapkan mampu untuk meminimalkan atau menghemat beban 

pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan 

dengan menggunakan laporan laba rugi yang dimiliki perusahaan. 

Perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan 
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dapat dilakukan dengan membandingkan metode alternatif yang sesuai untuk 

kondisi perusahaan. Adapun pilihan alternatif yang sesuai untuk Pajak 

Penghasilan pasal 21 karyawan adalah dengan menggunakan metode pajak 

ditanggung karyawan (gross method), pajak ditanggung perusahaan (net 

method), diberikan tunjangan pajak ataupun dengan cara gross-up. 

Penerapan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan 

metode gross up sangat membantu perusahaan dalam melakukan 

penghematan pajak yang dibayarkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fitri (2014), diperoleh kesimpulan bahwa dengan metode 

gross up terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan 

sebesar Rp 61.706.417. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka Peneliti 

menggunakan lokasi yang berbeda guna lebih menguatkan hasil penelitian 

tersebut, sehingga Peneliti memilih lokasi pada salah satu perusahaan 

manufaktur di Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. 

Salah satu perusahaan yang sedang berproses untuk membenahi 

seluruh sistem yang ada untuk menunjang perkembangan dan kemajuan 

perusahaan adalah PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan manufaktur 

yang kegiatan utamanya adalah mengolah dan memproduksi berbagai macam 

olahan kertas dan pulp. PT ABC beralamatkan di Kota Surabaya dan 

didirikan tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, PT ABC mengalami 

kemajuan dan perkembangan. PT ABC sebagai obyek penelitian memiliki 

omzet atau peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dan melakukan 

pembukuan. 
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Kebijakan yang telah diterapkan pada PT ABC saat ini adalah 

melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung perusahaan 

(Net Method) yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap 

karyawannya agar penghasilan yang diterima karyawan tidak dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21, sedangkan dari sisi perusahaan beban atas Pajak 

Penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu, 

untuk menghemat pengeluaran perusahaan, maka diperlukan perencanaan 

pajak. Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengkaji mengenai 

“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam 

Mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan untuk mengefisiensikan Pajak 

Penghasilan yang ditanggung PT ABC? 

2. Bagaimana pengaruh dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak 

Penghasilan yang ditanggung PT ABC? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Menganalisis upaya perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan untuk mengefisiensikan Pajak 

Penghasilan yang ditanggung PT ABC. 

2. Menganalisis pengaruh dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak 

Penghasilan yang ditanggung PT ABC. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Kontribusi Teoritis 

a. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan dan referensi dalam 

menyusun suatu tema yang berhubungan dengan perencanaan pajak 

suatu perusahaan, sehingga untuk kedepannya dapat lebih tepat 

dalam memilih perusahaan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai 

tempat untuk melaksanakan penelitian berikutnya. 

b. Digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang 

penerapan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang 

ditanggung oleh perusahaan. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan yang tepat oleh 

manajemen perusahaan dalam merencanakan perpajakannya agar 

pajak terutang yang dibayarkan perusahaan dapat diminimalisir. 
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b. Digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan 

bagi manajemen untuk mempertahankan kebijakan yang telah 

diterapkan perusahaan atau mengganti kebijakan yang telah ada 

dengan kebijakan yang baru. 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran secara singkat antara 

bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan ini diperlukan 

untuk membantu pembaca memperjelas dan memahami isi dari penelitian 

skripsi secara sistematis. Penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang 

masalah perencanaan pajak panghasilan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini berisi tentang landasan 

teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian 

dan konsep yang relevan untuk membahas 

permasalahan yang telah dirumuskan. Bab ini 

menjelaskan tentang teori pajak penghasilan, biaya 

yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari 
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penghasilan bruto, metode penghitungan Pajak 

Penghasilan pasal 21 karyawan serta perencanaan 

Pajak Penghasilan. 

 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis 

penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian serta 

analisis data yang diperlukan. 

 

BAB IV      PEMBAHASAN 

Bab pembahasan ini berisi mengenai gambaran 

umum perusahaan, penyajian data yang diambil dari 

perusahaan dan pembahasan perencanaan pajak 

penghasilan karyawan mengenai metode 

penghitungan pajak yang sesuai untuk perusahaan 

dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pengambilan keputusan bagi manajemen PT ABC 

Surabaya. 

 

BAB V             PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan serta saran yang 

dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi dari 

peneliti kepada PT ABC Surabaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Empiris 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini 

dengan tema yang sama, yaitu perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 

karyawan diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novayanti (2012:65) yang berjudul 

“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagai 

Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan” (Studi Kasus PT A). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT A yang 

dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan 

penting dalam Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh PT A.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2014:89) yang berjudul “Penerapan 

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak 

Penghasian Badan” (Studi Kasus pada PT X Surabaya). Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan 

penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan 

pajak terkait PPh Pasal 21 Karyawan dapat meminimalisir pajak 

penghasilan yang dibayar PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
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dengan penerapan metode gross-up terdapat kenaikan PPh Pasal 21 

menjadi Rp 57.856.906, namun karena perusahaan memberikan dalam 

bentuk tunjangan pajak, maka laba bersih yang diterima akan menurun. 

Terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebesar 

Rp 61.706.417. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014:95) yang berjudul “Penerapan 

Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan 

Pajak Penghasilan” (Studi kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dampak strategi perencanaan pajak terhadap 

Pajak Penghasilan yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dapat 

mengoptimalkan laba setelah pajak dengan metode penyusutan saldo 

menurun dan penggunaan metode gross-up dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Landy (2015:71) yang berjudul 

“Perencanaan Pajak pada PT „X‟ dalam Upaya Meminimalisir Pajak 

Penghasilan Badan yang Harus Dibayar” (Studi kasus pada PT „X‟). 

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perencanaan pajak yang sesuai untuk meminimalisir Pajak Penghasilan 

Badan PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan metode 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, mengganti metode 
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pemberian konsumsi karyawan dan membuat daftar nominatif terkait biaya 

entertainment supplier dan biaya entertainment customer dapat 

meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh PT X.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina (2016:101) yang berjudul “Analisis 

Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban 

Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT Z)”. Penelitian ini 

menggunakan metode diskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak terkait 

pajak penghasilan karyawan yang sesuai diterapkan untuk PT Z. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak 

menggunakan gross up method merupakan metode yang paling tepat bagi 

PT Z. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama / 

Tahun 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

1.  Novayanti  

(2012) 

 

Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Penghasilan (PPh 

21) sebagai Upaya 

untuk 

Mengoptimalkan 

Pajak Penghasilan 

(Studi Kasus PT A) 

Metode 

Deskriptif 

Analisis 

Perencanaan pajak 

sangat berperan dalam 

pajak penghasilan yang 

harus dibayar oleh PT 

A. 

2.  Fitri 

(2014) 

 

 

Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Penghasilan Pasal 

21 untuk 

Meminimalkan 

Pajak Penghasilan 

Badan (Studi Kasus 

pada PT X 

Surabaya) 

Metode 

Deskriptif 

dengan 

Pendekatan 

Studi 

Kasus 

 

Dengan penerapan 

metode gross-up 

terdapat kenaikan PPh 

Pasal 21 menjadi Rp 

57.856.906, namun 

karena perusahaan 

memberikan dalam 

bentuk tunjangan pajak, 

maka laba bersih yang 

diterima akan menurun. 

Terdapat penghematan 

pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan 

sebesar Rp 61.706.417. 

3. Dian   

(2014) 

Penerapan Strategi 

Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) 

dalam Upaya 

Penghematan Pajak 

Penghasilan” (Studi 

kasus pada PT BPR 

Tulus Puji Rejeki, 

Kediri) 

Metode 

Kualitatif 

Deskriptif 

Perencanaan pajak 

dapat mengoptimalkan 

laba setelah pajak 

dengan metode 

penyusutan saldo 

menurun dan gross-up 

dalam perhitungan PPh 

21 bagi karyawan. 

4. Landy 

(2015) 

Perencanaan Pajak 

pada PT „X‟ dalam 

Upaya 

Meminimalisir 

Pajak Penghasilan 

Badan yang Harus 

Dibayar (Studi 

kasus pada PT „X‟) 

Metode 

Deskriptif 

Kuantitatif 

dengan 

Pendekatan 

Studi 

Kasus 

Metode pemotongan 

PPh 21 karyawan, 

mengganti metode 

pemberian konsumsi 

karyawan dan membuat 

daftar nominatif biaya 

entertainment supplier 

dan biaya entertainment 

customer dapat 

meminimalisir beban 

pajak yang ditanggung 

oleh PT „X‟. 
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Lanjutan. 

No Nama/ 

Tahun 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

5.  Nisrina 

(2016) 

Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak 

PPh 21 sebagai 

Upaya Penghematan 

Beban Pajak 

Penghasilan Badan 

(Studi kasus pada 

PT Z) 

Metode 

deskriptif 

analitis 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Penerapan perencanaan 

pajak menggunakan 

gross up method 

merupakan metode 

yang paling tepat bagi 

PT Z. 

Sumber: Jurnal Ilmiah, data diolah Peneliti 2016 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang  dilakukan 

terletak pada tujuan serta lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT 

ABC yang berada di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan guna menambah 

referensi untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan dalam kaitannya 

dengan pajak penghasilan pasal 21 karyawan PT ABC Surabaya. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Pajak  

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menjelaskan pengertian 

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Hal yang sama juga dikemukakan 

oleh Suandy (2011:1) menjelaskan pengertian pajak sebagai pemindahan 

sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan 

sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan 

belanja dari sektor privat. 
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Menurut beberapa uraian definisi tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang yang mengikat dimana dari pembayaran 

kewajiban tersebut digunakan pemerintah untuk kemakmuran 

masyarakat.  

2. Jenis Pajak 

Waluyo (2014:13-14) menggolongkan pajak menjadi tiga jenis, yaitu:  

a) Menurut golongannya: 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut berkala dimana 

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 

Contoh: PPh (Pajak Penghasilan). 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut tidak secara 

langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak 

lain. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 

b) Menurut sifatnya: 

1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh (Pajak 

Penghasilan). 

2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (Pajak Penjualan 

Barang Mewah).  

c) Menurut lembaga pemungutannya: 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh 

(Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Contoh: PKB 

(Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Hotel, dan sebagainya. 

 

3. Jenis Pajak Penghasilan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

menjelaskan beberapa jenis Pajak Penghasilan, yaitu: 
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a) PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang 

diterima dari pekerjaan/jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari 

pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri. 

b) PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri 

tertentu (industri rokok, kertas, otomotif, semen, baja). 

c) PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang 

diperoleh dari penggunaan harta atau modal. 

d) PPh Pasal 24 

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang 

berasal dari luar negeri dengan membandingkan antara pajak yang 

dipungut dengan batas maksimum kredit pajak, dipilih yang terkecil. 

e) PPh Pasal 25 

PPh Pasal 25 adalah pasal yang membahas tentang angsuran pajak 

yang menggunakan stelsel anggapan. 

f) PPh Pasal 26  

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri.  

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 

a. Definisi Penghasilan 
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Sambodo (2015:1) menjelaskan pengertian penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun; sedangkan Suandy (2011:82) mendefinisikan 

penghasilan sebagai penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi, menambah 

kekayaan ataupun digunakan sebagai modal, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

b. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 

Resmi (2011:167) menjelaskan pengertian Pajak Penghasilan 

Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

c. Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun tema 

perencanaan pajak ini adalah: 
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1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Peraturan Pelaksanaannya. 

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

122/PMK.010/2015 tentang batasan PTKP (Penghasilan Tidak 

Kena Pajak) terbaru. 

d. Pemotong PPh Pasal 21 

Sambodo (2015:4) menjelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 

merupakan orang pribadi maupun badan yang ditunjuk oleh 

pemerintah sebagai pemotong Pajak Penghasilan, yaitu: 

1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 

2) Bendaharawan/pemegang kas pemerintah pusat ataupun daerah. 

3) Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI. 

4) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya. 

5) Penyelenggara kegiatan. 

e. Subyek Pajak (Penerima Penghasilan) yang dipotong PPh Pasal 21 

Sambodo (2015:04) menjelaskan bahwa subyek pajak 

penghasilan pasal 21 merupakan penerima penghasilan yang dipotong 

PPh Pasal 21, yaitu: 

1) Pegawai tetap. 

2) Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, 

pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi). 
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3) Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau 

ahli warisnya yang menerima THT atau JHT. 

4) Penerima honorarium. 

5) Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, 

penilai dan aktuaris). 

f. Obyek PPh Pasal 21 

Sambodo (2015:06) menjelaskan bahwa obyek PPh Pasal 21, 

yaitu: 

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik 

berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan dari pensiun yang diterima secara sekaligus; 

4) Penghasilan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan bulanan; 

5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan lainnya; 

6) Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau lainnya; 

7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang 

diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan Pajak 

Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. 
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g. Bukan Obyek PPh Pasal 21 

Mardiasmo (2011:174) menjelaskan bahwa penghasilan yang 

dikecualikan atau bukan termasuk obyek PPh 21 adalah: 

1) Klaim asuransi atau asuransi yang diterima dari perusahaan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

beasiswa dan asuransi dwiguna. 

2) Natura dan kenikmatan (benefit in kind) lainnya yang diterima dari 

pemberi kerja yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan 

tidak dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. 

3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang 

dibayarkan kepada penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh 

pemberi kerja. 

4) Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. 

5) Beasiswa 

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

1) Jumlah PTKP 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

122/PMK.010/2015 mengatur bahwa batasan PTKP terbaru untuk 

tahun 2015, adalah: 

a) Diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 36.000.000; 

b) Tambahan bagi Wajib Pajak Kawin Rp 3.000.000; 
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c) Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan 

suami Rp 36.000.000; dan 

d) Tambahan untuk setiap tanggungan Rp 3.000.000. 

 

Tabel 2.2 Perbandingan PTKP Sebelum dan Sesudah Perubahan 

 

Keterangan 

Besarnya PTKP Per Tahun 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 24.300.000 Rp 36.000.000 

Tambahan untuk WP kawin Rp   2.025.000 Rp   3.000.000 

Tambahan untuk 

penghasilan istri yang 

digabung dengan suami. 

 

Rp 24.300.000 

 

Rp 36.000.000 

Tambahan untuk tiap 

tanggungan (maksimal 3 

orang) 

 

Rp   2.025.000 

 

Rp   3.000.000 

Sumber: www.pajak.go.id (2016) 

 

2) PTKP Karyawati Kawin 

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; 

b) Karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri 

ditambah keluarga yang menjadi tanggungan; 

c) Karyawati kawin yang suaminya tidak menerima penghasilan, 

maka besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah 

dengan PTKP kawin dan PTKP keluarga yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya. 
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i. Tarif PPh 21 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mardiasmo (2011:150) menjelaskan bahwa tarif Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi yang berlaku adalah: 

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

s.d Rp 50.000.000,00 5 % 

Di atas Rp   50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15 % 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

  Sumber:  Mardiasmo (2011:150) 

2) Wajib Pajak Badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) 

Sejak tahun 2010 tarif pajak penghasilan untuk Badan dan 

BUT (Bentuk Usaha Tetap) sebesar 25%. Menurut pasal 31 E 

ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan dijelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri dengan 

peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh 

miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif pajak 

sebesar 50% dari tarif yang berlaku, yaitu 25% yang dikenakan 

atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta 

rupiah).   

j. Pengurang Penghasilan Bruto 

Suandy (2011:85) menjelaskan bahwa yang termasuk pengurang 

penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 adalah: 
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Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, 

termasuk: 

a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha, antara lain: 

(1) biaya pembelian bahan; 

(2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang; 

(3) bunga, sewa dan royalti; 

(4) biaya perjalanan; 

(5) biaya pengolahan limbah; 

(6) premi asuransi; 

(7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri keuangan; 

(8) biaya administrasi; 

(9) pajak, kecuali pajak penghasilan; 

b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun; 

c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih dan memelihara penghasilan; 

e) kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

g) biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 

h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

(1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi 

komersial; 

(2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 

(3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan 

Negeri atau instansi pemerintah;  

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak belaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil; 

i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 

j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan 

pemerintah; 

k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 

dengan peraturan pemerintah; 

l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; dan 
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m) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

k. Bukan Pengurang Penghasilan Bruto 

Sambodo (2015:8) menjelaskan bahwa yang bukan termasuk 

pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah: 

1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi; 

2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu atau anggota; 

3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha 

lain yang menyalurkan kredit; 

b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial  

yang dibentuk oleh BPJS; 

c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; 

f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 

limbah untuk usaha pengolahan limbah industri, 

4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 

dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

5) penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu; 

6) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; 

7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali 

dalam Pasal 6 ayat 1; 

8) Pajak Penghasilan; 

9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

11) sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda. 
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l. Natura dan Kenikmatan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

83/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa: 

1) pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan 

bagi pegawai yang menerimanya adalah: 

a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi 

seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan 

yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah 

tertentu. 

c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan 

dalam pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat 

pekerjaan tersebut mengharuskannya. 

2) Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi 

pegawai meliputi: 

a) Pemberian makan atau minuman yang disediakan oleh pemberi 

kerja ditempat kerja; 

b) Pemberian kupon makanan/minuman bagi pegawai yang karena 

sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian, meliputi 

bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. 

3) Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas dilokasi kerja 

untuk: 

a) Tempat tinggal; 

b) Pelayanan kesehatan; 

c) Pendidikan; 

d) Peribadatan; 

e) Pengangkutan; 

f) Olahraga, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda dan 

terbang layang; sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak 

tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. 

 

m. Metode Penghitungan Pajak 

Zain (2007:89) membagi metode penghitungan pajak menjadi 

empat macam, yaitu: 

1) Gross Method (ditanggung karyawan) 

Gross method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh 
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karyawan sendiri. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong 

sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan 

sehingga menjadikan take home pay karyawan berkurang. Dalam 

metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak 

memperngaruhi laba rugi perusahaan. Perusahaan hanya berkewajiban 

untuk memungut, melaporkan dan menyetor pajak ke kantor pajak.  

2) Net Method (ditanggung perusahaan) 

Net method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan 

menanggung beban PPh 21 atas karyawan, sedangkan dari sisi 

karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang karena tidak ada 

pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam 

penghitungan penghasilan. Pajak yang ditanggung pemberi kerja 

bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, melainkan kenikmatan yang 

diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat dikurangkan 

sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja. 

3) Pemberian Tunjangan Pajak 

Pemberian tunjangan pajak merupakan metode yang digunakan untuk 

menghitung pajak dengan memberikan tunjangan pajak untuk 

karyawan. Tunjangan pajak diasumsikan sebesar Pajak Penghasilan 

terutang yang ditanggung karyawan/perusahaan selama satu tahun. 

Melalui metode ini terjadi selisih antara tunjangan pajak dengan pajak 

yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga atas selisih tersebut 

harus ditanggung oleh masing-masing karyawan. 
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4) Gross Up Method 

Gross up method adalah metode alternatif dari metode yang telah 

dijelaskan di atas karena metode ini dirasa yang paling 

menguntungkan bagi kedua sisi, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi 

karyawan. Penerapan Gross up method yaitu, perusahaan memberikan 

tunjangan pajak (tax allowance) kepada karyawannya sebesar jumlah 

pajak yang terutang. Dari sisi perusahaan, tunjangan pajak merupakan 

pengurang penghasilan karena bersifat benefit in cash, sedangkan bagi 

karyawan merupakan take home pay yang tidak akan berkurang 

walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya 

penghasilan yang ada akan di gross-up sebesar pajak yang terutang. 

Rumus untuk metode gross-up adalah: 

Tabel 2.4 Rumus Metode Gross-Up 

Penghasilan Kena Pajak Menghitung Tunjangan Pajak 

 

Rp         0        – Rp   50.000.000 

     1  

x {PKP x 5%}  
   0,95 

 

Rp 50.000.000  – Rp 250.000.000 

     1  

x {(PKP x 15%) – 5.000.000 
   0,85 

 

Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 

     1  

x {(PKP x 25%) – 30.000.000 
   0,75 

 

Di atas Rp 500.000.000 

     1  

x {(PKP x 30%) – 55.000.000 
   0,70 

Sumber: Pohan (2013:108) 

n. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan 

Tata cara untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan 

Badan yang terutang adalah sebagai berikut. 
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a. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam satu 

tahun pajak.  

b. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut 

peraturan perpajakan dapat untuk dikurangkan. 

c. Mengoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat 

menambah atau mengurangi penghasilan bruto. 

d. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto 

sebelum pajak atau disebut juga dengan laba kena pajak atau 

Penghasilan Kena Pajak. 

5. Perencanaan Pajak 

a. Pengertian Manajemen Pajak 

Penghematan pajak suatu perusahaan dapat dilakukan secara 

legal melalui manajemen pajak. Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa 

manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat 

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas 

yang diharapkan. Zain (2007:66) mendefinisikan manajemen pajak 

sebagai suatu proses mengorganisasikan usaha Wajib Pajak atau 

kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya 

baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam 

posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa manajemen pajak merupakan proses meminimalkan pajak 

terutang untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan dengan 

cara-cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak memiliki 2 

tujuan, yaitu : 

1) menerapkan peraturan perpajakan dengan benar; 

2) usaha efisiensi untuk mencapai laba & likuiditas yang seharusnya. 

Suandy (2011:6) juga menjelaskan bahwa tujuan manajemen pajak 

tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi pajak yang terdiri dari:   

a) perencanaan pajak (tax planning); 

b) pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation); 

c) pengendalian pajak (tax control). 

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. 

Oleh karena itu, manajemen keuangan yang efisien membutuhkan 

suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai standar dalam 

memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Tujuan 

manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, 

yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. 

b. Pengertian Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak memiliki beberapa definisi menurut para 

ahli, diantaranya adalah: Suandy (2011:6) mendefinisikan 

perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. 
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Zain (2007:67) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak 

sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan 

maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, 

sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.  

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

perencanaan pajak merupakan suatu tindakan sistematis yang 

direncanakan yang berfungsi memperoleh celah dari undang-undang 

perpajakan untuk meminimalisir pajak terutang yang ditanggung 

wajib pajak tanpa melanggar ketentuan yang ada. Pajak merupakan 

unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada 

pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 

c. Tujuan Perencanaan Pajak 

Pohan (2011:11) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan 

pajak adalah sebagai berikut: 

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang. 

2. Memaksimalkan laba setelah pajak. 

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. 

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

d. Manfaat Perencanaan Pajak 
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Pohan (2013:20) menyatakan bahwa manfaat dalam 

pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah: 

1) Penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan 

unsur biaya yang dapat dikurangi; 

2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow) karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas 

untuk pajak dan menentukan saat pembayaran, sehingga 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.  

e. Tahapan dalam Perencanaan Pajak 

Seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak 

sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan 

harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun 

internasional. Suandy (2011:13) menjelaskan bahwa agar 

perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 

maka rencana tersebut seharusnya dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yaitu: 

1) Menganalisa informasi yang ada 

Tahapan pertama dalam perencanaan pajak adalah menganalisis 

komponen yang berbeda atas pajak dan menghitung seakurat 

mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang dapat 

dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. 
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2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya 

pajak 

Langkah awal yang efektif bagi seorang manajer perpajakan 

adalah menguji kemungkinan dengan membuat beberapa metode 

atau model perencanaan pajak yang akan dilakukan atau membuat 

model pengeluaran. Membuat model pengeluaran yang paling 

tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan: 

a. Apakah kepemilikan dari berbagai pihak, surat berharga, dan 

lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, 

individu, umum atau kombinasi tersebut.  

b. Apakah hubungan antar berbagai individu dan entitas. 

3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak 

Perencanaan pajak merupakan sebagian kecil dari seluruh 

perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu perencanaan pajak 

dalam mengefisiensikan beban pajak. 

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana 

pajak 

Perencanaan pajak dapat dikatakan baik atau tidak, harus 

dilakukan evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. 

Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut 

harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang 

ditanggung merupakan kerugian yang paling minimal. 
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5) Memutakhirkan rencana pajak 

Pemutakhiran suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu 

dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. 

Seorang manajer mampu mengurangi akibat yang merugikan dari 

adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu untuk 

mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang 

potensial dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan 

yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. 

f. Strategi dalam Perencanaan Pajak  

Desak (2012:39) menjelaskan bahwa strategi untuk 

meminimalkan beban pajak Badan yang harus dibayar adalah: 

1) Tax Saving 

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui 

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih 

rendah. Misalnya perusahaan melakukan perubahan dari pemberian 

natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. 

2) Tax Avoidance 

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan 

merupakan obyek pajak. Misalnya perusahaan yang masih 

mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam 

bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan 

merupakan obyek Pajak Penghasilan pasal 21. 
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3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 

Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi dengan menguasai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi dapat berupa: 

a) Sanksi administratif, yaitu denda, bunga, atau kenaikan. 

b) Sanksi pidana, yaitu pidana atau kurungan. 

4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya 

setelah bulan penyerahan barang. 

5) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan 

Pembayaran pajak yang dapat dikreditkan merupakan pajak dibayar 

dimuka, antara lain Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor, Pasal 23 

atas penghasilan jasa atau sewa. 

 

6. Efisiensi Pajak 

a. Pengertian Efisiensi 

Pengertian efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI, 2015) adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan 

sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dapat dikatakan bahwa 

efisiensi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan cara meminimalkan pengeluaran serendah 

mungkin, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. 
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Efisiensi apabila dikaitkan dengan perencanaan pajak dapat dilihat 

dari segi biaya yang digunakan untuk melakukan perencanaan pajak. 

Biaya yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang paling 

minimal agar terdapat penghematan pajak. Penghematan pajak yang 

efisien dapat dicapai melalui strategi perusahaan. 

Supriyono (2009:274) menjelaskan pengertian strategi dalam 

perusahaan, yaitu satu kesatuan rencana perusahaan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan perusahaan.  Perusahaan membutuhkan strategi 

yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun 

strategi yang berkaitan dengan tema perencanaan pajak ini adalah 

strategi untuk mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung 

perusahaan. 

(Wijayanti, 2002) menyatakan bahwa strategi 

mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan 

oleh perusahaan haruslah bersifat legal supaya terhindar dari sanksi-

sanksi pajak dikemudian hari. Strategi mengefisiensikan beban pajak 

yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini, yaitu 

masalah pemberian natura dan kenikmatan adalah dengan memberikan 

tunjangan kepada karyawan yang merupakan salah satu pilihan untuk 

menghindari tarif maksimum. 

b. Mengefisiensikan Beban Pajak 

Pohan (2013:250) menjelaskan beberapa upaya yang dapat 

digunakan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan, yaitu: 
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1. Memilih Sistem Pembukuan yang Tepat 

Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan 

stelsel akrual (accrual basis) atau stelsel kas (cash basis). Accrual 

basis, yaitu penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui 

pada saat terutang; sedangkan cash basis adalah penghasilan baru 

dianggap sebagai penghasilan apabila telah diterima secara tunai 

dalam periode tertentu, dan biaya baru dianggap sebagai biaya apabila 

telah dibayar secara tunai dalam periode tertentu. 

2. Memilih Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Aktiva 

Tidak Tetap 

Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan, 

yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Metode garis lurus akan 

menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset 

jika nilai residunya tidak berubah; sedangkan metode saldo menurun 

akan menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur 

manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.  

3. Memilih Metode Penilaian Persediaan yang Tepat 

Penggunaan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara taat 

asas. Penilaian persediaan barang untuk tujuan perpajakan, hanya 

diperbolehkan menggunakan harga perolehan dan penilaian 

pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh 

dilakukan dengan cara rata-rata tertimbang (average) atau dengan cara 

mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO). 
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4. Pemilihan Pemberian Kesejahteraan kepada Karyawan dalam Bentuk 

Natura atau Cash 

Pemberian kesejahteraan kepada karyawan ini sangat tergantung 

dengan kondisi perusahaan. Perusahaan yang sedang mengalami 

kerugian sebaiknya tidak memberikan tunjangan kepada karyawan 

karena akan memperbesar pembayaran PPh 21, sementara PPh Badan 

tetap nihil; serta perusahaan yang dikenakan PPh Badan secara final, 

sebaiknya tidak memberikan tunjangan kepada karyawan karena biaya 

tunjangan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan. 

5. Memilih Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Yang Tepat 

Perusahaan dapat menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 

sesuai dengan kondisi perusahan. Adapun metode pemotongan PPh 

Pasal 21 yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yaitu, gross 

method (pajak ditanggung karyawan), net method (pajak ditanggung 

perusahaan), pemberian tunjangan pajak dan gross up.  

7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu 

gejala yang menjadi permasalahan. Kerangka pemikiran ini disusun 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau 

terkait. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian tentang perencanaan 

pajak penghasilan pasal 21 karyawan guna mengefisiensikan Pajak 

Penghasilan PT ABC adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah (2016) 

Penjelasan Gambar 2.5 

Berdasarkan gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya PT 

ABC memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 

PT ABC Surabaya 

PPh Pasal 21 Karyawan PPh Pasal 25 Badan 
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Gross Up 

Method 

Pengaruh Penerapan Metode Penghitungan 
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Pemilihan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan 

Karyawan yang paling sesuai untuk Kondisi Perusahaan 

Memperbaiki Rencana Pajak 
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Karyawan yang ditanggung oleh perusahaan (net method) dan Pajak Penghasilan 

Pasal 25 Badan atas laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan hubungan pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 tersebut dapat dilakukan celah untuk 

perencanaan pajak yang diperbolehkan menurut Undang-Undang guna 

mengefisiensikan pajak yang ditanggung PT ABC melalui Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan dengan beberapa pilihan metode alternatif yang 

ada, yaitu: 

1. Perhitungan Pajak Penghasilan ditanggung karyawan (gross method) 

2. Perhitungan Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan (net method) 

3. Pemberian tunjangan pajak yang diasumsikan sebesar pajak yang terutang. 

4. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan gross up. 

Setelah melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

karyawan, maka langkah selanjutnya adalah memilih metode yang paling sesuai 

dengan kondisi arus kas PT ABC. Kemudian dilakukan diidentifikasi pengaruh 

Pajak Penghasilan karyawan terhadap Pajak Penghasilan Badan, dan dipilih yang 

paling efisien. Selanjutnya adalah memberikan saran atau masukan kepada 

manajer perusahaan untuk tetap mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan 

perusahaan, yaitu menggunakan net method atau mengganti dengan kebijakan 

yang baru. Terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Sugiyono (2009:2) memberikan pengertian bahwa metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu dan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengidentifikasi masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Adanya metode 

penelitian, maka penelitian yang dilaksanakan akan terarah sejalan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sugiyono 

(2009:29) menjelaskan bahwa pengertian deskriptif analitis adalah metode 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah 

terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Tujuan dari 

penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
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Daymon (2007:162) menyatakan bahwa pengertian dari studi kasus 

adalah: 

Pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa 

jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya), terhadap satu entitas 

tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya, studi 

kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” mungkin 

sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau 

kelompok sosial, komunitas, peristiswa, proses, isu, maupun 

kampanye. 

 

Metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dalam 

penelitian ini merupakan suatu metode penelitian dengan mengungkapkan 

masalah yang ada di perusahaan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan 

menginterprestasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang 

kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang 

ada di perusahaan dapat dipahami. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis penerapan metode penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 karyawan yang sesuai untuk kondisi pada PT ABC 

Surabaya untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang ditanggung 

perusahaan.  

Pemilihan jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus ini dikarenakan ingin membandingkan metode 

perhitungan pajak penghasilan karyawan yang sesuai untuk kondisi 

perusahaan. Data berupa laporan keuangan dan daftar gaji karyawan akan 

dilakukan perbandingan dan analisis perencanaan pajak dengan metode 

penghitungan pajak terkait pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Penggunaan 

penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus merupakan 
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metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dengan membandingkan empat metode yang ada, yaitu 

gross method, net method, pemberian tunjangan pajak, serta gross up. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh 

melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian 

memiliki peran yang sangat penting. Fokus penelitian digunakan untuk 

memberikan arah penelitian dan merupakan salah satu langkah penting yang 

harus dilaksanakan dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian harus 

ditentukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian agar 

mencapai hasil yang diinginkan.  

Moleong (2011:37) menyatakan bahwa fokus penelitian diperlukan 

dalam kegiatan penelitian karena peranan fokus suatu penelitian memiliki dua 

tujuan, yaitu: 

1. Penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas 

oleh peneliti. 

2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eklusi (memasukkan – mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh 

dilapangan dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti 

akan mengetahui secara jelas data atau informasi mana yang 

ditinggalkan walaupun menarik karena tidak relevan.  

Penelitian ini difokuskan pada perencanaan pajak penghasilan pasal 

21 karyawan tetap untuk mengefisiensikan pajak penghasilan PT ABC.  

Adapun unsur-unsur yang menjadi fokus dalam penelitian adalah: 

a. Identifikasi data perencanaan pajak penghasilan mengenai laporan laba 

rugi dan daftar gaji karyawan tetap PT ABC Surabaya Tahun 2015.  
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b. Model perencanaan pajak penghasilan, yaitu dengan membuat 

perbandingan beberapa metode perhitungan Pajak Penghasilan yang ada 

dan membandingkan besarnya pajak penghasilan yang terutang. 

c. Evaluasi perencanaan pajak dengan keempat metode penghitungan 

pajak penghasilan (gross, net, pemberian tunjangan pajak dan gross up).  

d. Pengaruh penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan terhadap 

Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC 

e. Memutakhirkan rencana pajak. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan tema, masalah dan fokus yang diangkat dalam penelitian 

ini. Penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang beralamatkan di kota 

Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan PT ABC 

sedang berproses untuk membenahi seluruh sistem yang ada untuk 

menunjang perkembangan dan kemajuan perusahaan tersebut. PT ABC 

sebagai obyek penelitian memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp 4,8 

miliar serta melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

metode menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawannya (net method), 

sehingga tertarik menjadikan PT ABC Surabaya sebagai obyek penelitian. 

Peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi PT ABC mengenai 

penggunaan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, 

sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengefisiensikan Pajak 

Penghasilan Badan. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Moleong 

(2011:55) menyatakan bahwa sumber data merupakan benda dan bergantung 

pada jenis data, hal atau orang, dan tempat dilakukannya penelitian. Jenis data 

yang dibutuhkan oleh peneliti adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang digunakan sebagai pendukung. Data primer yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah laporan keuangan laba rugi serta rincian daftar gaji 

karyawan tetap tahun 2015. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer 

berupa laporan, dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip lain yang 

relevansi dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berupa 

profil kantor konsultan pajak dan gambaran umum PT ABC. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2012:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data 

adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dari 

penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 
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1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori mengenai 

tax planning dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan, 

makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil skripsi ini.  

2. Dokumentasi 

Arikuntoro (2006:158) menyatakan bahwa “Dokumentasi adalah mencari, 

mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya”. Dokumen 

yang didapat dari lokasi penelitian berupa laporan laba rugi dan rincian 

daftar gaji karyawan PT ABC Surabaya tahun 2015. 

F. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2006:134) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah 

alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen 

penelitian dapat merupakan alat atau teknik yang digunakan sebagai referensi 

untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Adapun 

instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa laporan laba rugi 

dan rincian daftar gaji karyawan tetap.   

G. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti 
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adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode  

deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan suatu subyek dan obyek saat ini 

berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan 

analisis dengan menggunakan perhitungan matematis atau rumus-rumus 

untuk mengolah data perusahaan yang berbentuk angka. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Informasi yang Ada 

Menganalisis sumber-sumber pendapatan serta biaya-biaya yang boleh 

dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang-

Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan 

Pasal 9 ayat (1) kemudian dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun 

negatif. 

2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak 

Membuat model perencanaan pajak yang diperbolehkan undang-undang 

perpajakan terkait dengan perbandingan empat metode penghitungan pajak 

penghasilan karyawan, yaitu (gross method, net method, pemberian 

tunjangan pajak, serta gross up). 

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak 

Mengevaluasi perbedaan laporan laba rugi PT ABC Surabaya sebelum dan 

sesudah dilakukannya perencanaan pajak yang sesuai untuk kondisi 

perusahaan. 
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4. Menganalisis pengaruh penerapan Pajak Penghasilan karyawan pasal 21 

terhadap Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya. 

Melakukan perhitungan serta menganalisis pengaruh penerapan metode 

pajak ditanggung karyawan (gross method), pajak ditanggung perusahaan 

(net method), pemberian tunjangan pajak ataupun gross up method 

terhadap Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC. 

5. Memutakhirkan rencana pajak 

Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan 

pajak untuk mempertahankan kebijakan yang ada atau mengganti dengan 

kebijakan yang baru, sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang terbaru. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo 

Konsultan Pajak merupakan lembaga yang menangani berbagai 

macam kewajiban perpajakan dari klien. Konsultan Pajak Agus Sambodo 

adalah salah satu konsultan pajak terkenal di Kota Malang. Kantor ini 

didirikan dengan tujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Badan yang memiliki permasalahan tentang perpajakan. Wajib 

Pajak Orang Pribadi maupun Badan banyak yang kurang memahami 

masalah perpajakan. Oleh karena itu, untuk membantu Wajib Pajak 

tersebut, didirikanlah Kantor Konsultan Pajak. 

Berdasarkan Keputusan Departemen Keuangan Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SI-1290/PJ/2007 pada tanggal 

19 Desember 2006 Drs. Agus Sambodo, S.H., MSA memperoleh izin 

praktik konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan 

pekerjaan sebagai konsultan pajak dan mendirikan kantor konsultan pajak. 

Mengingat adanya Ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, akhirnya 

memutuskan memberikan izin praktik dengan nomor izin: 9. Keputusan 

tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 

Pebruari 2007 di Jakarta. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo pusat 
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berlokasi di jalan Baiduri Pandan No 11 Malang 65144.  Kantor Konsultan 

Pajak (KKP) Agus Sambodo juga memiliki cabang yang beralamatkan di 

Jalan Diponegoro No 100-A Madiun yang resmi berdiri sesuai Keputusan 

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor : SI-1290/PJ/2007 pada tanggal 19 Desember 2006 dan NPWP 

dengan nomor 08.720.894.8-623.000 

b. Bentuk Perusahaan 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo merupakan bentuk 

perusahaan yang menyediakan dan melayani beberapa pelayanan jasa. 

Beberapa jenis pelayanan jasa yang disediakan oleh Kantor Konsultan 

Pajak (KKP) Agus Sambodo adalah: 

1) Tax Management / Tax Planning 

Tax management atau tax planning merupakan jasa penyusunan 

perencanaan perpajakan dalam rangka peningkatan efisiensi kewajiban 

perpajakan dengan legal guna memperoleh alternatif terbaik dalam 

menghemat pajak, menjamin perolehan pengembalian pajak serta 

penyusunan anggaran pajak yang berkenaan dengan urusan perpajakan. 

2) Tax Review 

Tax review merupakan kegiatan penelaahan dan pengkajian terhadap 

seluruh kewajiban perpajakan serta aspek terkait perpajakan yang dapat 

berdampak positif dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kewajiban 

perpajakan. Cara perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun 

pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan.  
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3) Tax Compliance 

Tax compliance atau kepatuhan pajak merupakan jasa yang ditawarkan 

oleh konsultan pajak, dimana jasa ini bertujuan untuk menciptakan 

kepatuhan wajib pajak pada peraturan perpajakan. Layanan jasa ini 

berupa penghitungan pajak, pembuatan SSP (Surat Setoran Pajak), 

pembuatan bukti potong pajak, penyetoran pajak terutang ke kas 

negara, serta pembuatan dan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan 

Pajak). 

4) Tax Litigation 

Tax litigation adalah jasa yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

perselisihan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun 

yang dimaksud dengan perselisihan perpajakan antara lain: 

pendampingan pemeriksaan, keberatan, banding, pendampingan di 

pengadilan pajak sampai dengan peninjauan kembali. 

5) Tax Research 

Tax research merupakan jasa penelitian pajak, khususnya dalam hal 

perusahaan akan mengembangkan usaha baru, melakukan akuisisi 

(pengambilalihan) atau perusahaan yang akan melakukan merger. 

Penelitian meliputi semua aspek perpajakan, yang kemungkinan akan 

timbul di kemudian hari. 

6) Tax Administration 

Tax administration merupakan jasa yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan Wajib Pajak. 
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Jasa ini meliputi: pengurusan NPWP dan PKP, Pelaporan SPT Masa 

dan Tahunan, Penyelenggaraan Pembukuan serta pengarsipan (filing) 

dokumen yang berhubungan dengan pajak sampai dengan penyusunan 

laporan keuangan komersial maupun fiskal. 

Tugas untuk memenuhi kebutuhan klien, dalam hal melayani dan 

memberikan jasa, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo juga 

menyediakan tenaga kerja (staff professional) yang telah memenuhi 

kualifikasi sebagaimana standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo. Adapun filosofi kerja di 

KKP Agus Sambodo mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab atas 

tugas didasarkan pada “Framework” dan pendekatan pelayanan serta 

mengharuskan semua staf untuk:  

a. Menjaga dan memelihara sikap mental yang independen dan obyektif. 

b. Bekerja atas dasar kecakapan professional.  

c. Mematuhi kode etik dan standar profesi serta kebijakan perusahaan.  

d. Secara positif dan konstruktif melaksanakan prosedur audit yang telah 

ditetapkan. 

e. Menjaga dan menjamin kerahasiaan perusahaan/entitas klien. 

c. Visi dan Misi 

1) Visi Perusahaan 

Terwujudnya institusi masa depan yang dikelola secara global mindset 

dan sistem manajemen profesional dalam rangka terciptanya 

masyarakat yang mampu secara profesional, berkompeten dibidang 
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manajemen, akuntansi keuangan dan perpajakan yang berkualitas 

global. 

2) Misi Perusahaan 

(a) Memberikan layanan kepada masyarakat dibidang manajemen, 

akuntansi keuangan, dan perpajakan. 

(b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dibidang 

manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan. 

(c) Memperluas akses layanan publik terhadap informasi dibidang 

manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan. 

d. Lokasi Perusahaan 

Wilayah operasional Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus 

Sambodo saat ini meliputi beberapa daerah yang tersebar di Indonesia, 

antara lain: Malang, Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, Sumenep dan beberapa 

kota lainnya di Indonesia. Berikut ini adalah lokasi Kantor Konsultan 

Pajak (KKP) Agus Sambodo : 

1) Jalan Baiduri Pandan No 11 Malang 65144, Telp. (0341) 552851 

2) Kantor Cabang (Project Office), Jalan Diponegoro No 100-A Madiun  

e. Struktur Organisasi 

Suatu perusahaan pada umumnya menyusun susunan organisasi 

agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan teratur serta terdapat 

pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing 

individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Melalui struktur organsiasi, 

maka akan terlihat jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing 
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individu, sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan serta 

meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan dari 

pimpinan kepada karyawannya. Struktur organisasi merupakan pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Masing-masing individu 

memiliki tanggung jawab fungsional yang berbeda-beda. 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo dalam 

menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai keberhasilan memerlukan 

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan 

berkualitas. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo memiliki 

hierarki atau susunan yang membentuk struktur organisasi, yaitu di bagian 

pusat yang terletak di Kota Malang dan di bagian project office yang 

terletak di Kota Madiun. Adapun susunan struktur organisasi yang terdapat 

di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo (kantor pusat) adalah: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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Gambar 4.1 menunjukkan susunan organisasi di Kantor Konsultan 

Pajak Agus Sambodo. Berikut merupakan tugas dan wewenang masing-

masing karyawan: 

1. Direktur 

Direktur dari kantor konsultan tersebut adalah Bapak Agus Sambodo. 

Dimana direktur ini bertindak sebagai pemilik kantor juga. Direktur KKP 

Agus Sambodo memiliki tanggung jawab untuk: 

a. Menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. 

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

c. Merumuskan dan menetapkan strategi bisnis perusahaan. 

d. Bertanggung jawab untuk memimpin dan membina perusahaan secara 

efektif dan efisien. 

2. Tenaga Ahli 

Tenaga ahli di kantor konsultan tersebut adalah Ali Irfan, Sugiarto dan 

Arsanto Raharjo. Tenaga ahli ini memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan pelatihan dan pendidikan serta jasa konsultasi dalam bidang 

manajemen, akuntansi dan perpajakan kepada para klien. 

3. Keuangan 

Posisi bagian keuangan tersebut diduduki oleh Refsiyanti dan 

Muchammad Alfi. Bagian keuangan  bertanggung jawab untuk menangani 

masalah keuangan, mengatur arus kas yang masuk dan keluar di Kantor 

Konsultan Pajak Agus Sambodo. 

4. Supervisor 
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Supervisor di kantor konsultan pajak tersebut adalah Arsanto Raharjo. 

Supervisor merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk 

mengontrol dan mengawasi kinerja dari para karyawan.  

5. Senior Staf 

Senior staf di kantor konsultan pajak adalah Nur Azizah dan Dewi 

Ernawati. Senior staf merupakan seorang staf yang ahli dibidang 

perpajakan dan akuntansi serta lebih memiliki pengalaman yang lebih. 

6. Staf Operasional 

Staf operasional di kantor konsultan tersebut adalah Andi Rachmawan. 

Staf Operasional adalah staf yang bekerja dibagian operasional perusahaan 

dan mengendalikan kegiatan perusahaan di lapangan. 

7. Staf 

Staf di kantor konsultan tersebut adalah Sugiyanti dan Ani. Staf adalah 

seseorang yang ahli dibidang perpajakan dan akuntansi untuk membantu 

staf senior mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan.  

f. Bidang Usaha 

Rutinitas kegiatan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus 

Sambodo, yaitu melayani berbagai bidang usaha jasa yang erat 

hubungannya dengan bidang perpajakan, antara lain: 

1. Jasa Konsultan Pajak 

a) jasa konsultasi perpajakan yang sifatnya rutin, meliputi: 

(1) memberikan konsultasi perpajakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak dapat 
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lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya seperti 

kewajiban atas PPh pasal 21 dan atau 26, pasal 22, pasal 23, pasal 

25, PPN/ PPn BM, PBB serta kewajiban menyampaikan SPT baik 

SPT Masa ataupun Tahunan dan lain-lain; 

(2) memberikan konsultasi perpajakan dalam hal Wajib Pajak 

diperiksa, mengajukan keberatan, mengajukan banding atau 

mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak; 

(3) memberikan konsultasi perpajakan dalam hal Wajib Pajak 

melakukan KSO (JO) atau mengadakan kontrak dengan pihak 

lain; 

(4) Memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka merger, 

konsolidasi, akuisisi, pemekaran/pemecahan usaha, likuidasi atau 

bentuk restrukturisasi yang berlaku; 

(5) Membantu dalam mencari solusi untuk pemecahan masalah 

perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

(6) memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru 

dibidang perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga perencanaan 

atas posisi keuangan Wajib Pajak dapat diatur dengan lebih baik, 

apabila diminta.  

b) jasa konsultasi perpajakan yang sifatnya khusus, meliputi: 

a) membantu dalam perolehan ruling mengenai suatu kasus tertentu 

dari Direktorat Jenderal Pajak; 
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b) membantu dalam penyelesaian surat keberatan, surat permohonan 

banding atau restitusi kelebihan pembayaran pajak;  

c) membantu dalam penyelesaian tax clearance; 

d) membantu menyelesaikan masalah perpajakan sehubungan 

dengan rencana go public;  

e) mengadakan in house training; 

f) atas permintaan Wajib Pajak, konsultan melakukan kunjungan ke 

tempat Wajib Pajak untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan 

dengan kewajiban perpajakan klien;  

g) review perpajakan yang meliputi PPh; Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 

23/26, Pasal 24,  Pasal 25, Pasal 29 dan PPN/ PPn BM.  

c) tax management (tax planning) meliputi: 

(1) usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara yang 

diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku; 

(2) pengendalian pajak lebih bayar atas PPh (Pajak Penghasilan);  

(3) dan lain-lain. 

2. Jasa Training and Education Center (pelatihan Brevet A, B, dan C) 

Pelayanan yang lebih mendapat respon dari masyarakat adalah 

dibidang perpajakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari 

pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), maka dari itu salah satu 

program yang menjadi andalan adalah “Pelatihan Perpajakan Program 

Brevet A, B, dan C”. Materi yang di bahas adalah pembahasan undang-
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undang perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan yang terbaru, akuntansi 

perpajakan, penyusunan laporan keuangan fiskal, tax planning, PSAK 

46, Pengadilan Pajak, Pajak Daerah, dan Workshop (Pengisian SPT dan 

formulir lainnya). 

B. Gambaran Umum PT ABC 

PT ABC adalah perusahaan swasta yang beralamatkan di Kota 

Surabaya dan didirikan tahun 2003. PT ABC merupakan salah satu 

perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam jenis kertas 

dan pulp (bubur kertas). Produksi berbagai macam kertas tersebut 

dilakukan dengan mengolah bahan-bahan mentah dan bahan bekas 

menjadi bahan baku yang siap digunakan untuk pembuatan produk kertas 

dan pulp berkualitas tinggi. Kegiatan utama PT ABC adalah memproduksi 

berbagai macam kertas tulis maupun cetak, baik coated  maupun uncoated. 

Produksi kertas yang dihasilkan memiliki nilai tambah termasuk kertas 

tanpa karbon dan kertas cast coated dan board. PT ABC menggunakan 

komputer yang berteknologi tinggi untuk menjamin kualitas produksi yang 

dihasilkan. 

Seiring berjalannya waktu, PT ABC mengalami kemajuan dan 

perkembangan. PT ABC dalam kegiatan usahanya mampu memproduksi 

dengan kapasitas 37.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan PT ABC 

sangat diminati konsumen. Hal tersebut dikarenakan barang yang 

disediakan dan siap untuk dijual mempunyai kualitas yang tinggi dengan 

harga yang bersaing. Adapun produk-produk yang dihasilkan adalah: 
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1) Kraft Liner; 

2) Medium Liner; 

3) Test Liner; 

4) Grey Board; 

5) Core Board; 

6) Cast Coated; 

PT ABC dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari memiliki visi 

dan misi yaitu sebagai berikut. 

Visi PT ABC: 

Menjadi perusahaan kertas dan pulp yang kompetitif, berkualitas, 

berkompetensi, serta menguasai sumber dan jaringan pemasaran di 

Indonesia. 

Misi : 

1) Menjalankan perusahaan secara profesional dengan kualitas produk dan 

layanan prima. 

2) Menggunakan teknologi termutakhir untuk menerapkan efisiensi 

perusahaan dan pengembangan produk. 

3) Menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 

C. Penyajian Data 

Identifikasi Data Perencanaan Pajak 

Data yang didapat untuk melaksanakan perencanaan pajak PT 

ABC Surabaya berupa laporan keuangan Laba Rugi dan rincian daftar gaji 
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karyawan tetap tahun 2015. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan 

terkait Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:  

a) Kebijakan PT ABC Surabaya 

PT ABC Surabaya merupakan perusahaan manufaktur yang 

berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin. Adapun 

beberapa kebijakan yang diterapkan PT ABC dalam menjalankan 

kegiatan usahanya adalah sebagai berikut: 

1) Kewajiban perpajakan ditangani langsung oleh Kantor Konsultan 

Pajak Agus Sambodo selaku kuasa dari PT ABC Surabaya. 

2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan ditanggung sepenuhnya oleh 

PT ABC Surabaya. 

3) PT ABC Surabaya memberikan tunjangan makan dan tunjangan 

transport bagi karyawan tetap dalam bentuk tunai.  

b) Laporan Keuangan PT ABC Surabaya 

PT ABC Surabaya sebagai perusahaan manufaktur yang 

berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin sudah 

sepatutnya menyelenggarakan pembukuan yang taat asas berdasarkan 

KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan) No.28 Tahun 2007. 

Adapun perhitungan perpajakan PT ABC Surabaya mengacu pada 

laporan laba rugi. Berikut ini adalah laporan laba rugi untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2015. 
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(1) Laporan Laba Rugi Tahun 2015 

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT ABC Surabaya 

KETERANGAN TOTAL (Rupiah) 

PENJUALAN: 

Penjualan 

Potongan Penjualan 

Retur Penjualan 

 

     187.897.707.050 

                - 

           (512.839.444) 

PENJUALAN BERSIH      187.384.867.606 

 

HARGA POKOK PENJUALAN      165.828.659.480 

 

LABA KOTOR        21.556.208.126 

 

BIAYA KARYAWAN: 

Biaya Gaji Karyawan 

Premi Asuransi Karyawan 

Tunjangan Transport 

Tunjangan Makan 

Tunjangan Hari Raya 

Biaya Kuli 

 

         3.302.228.084 

            127.600.407             

            436.800.000 

            349.440.000 

            265.834.182             

                   300.000 

BIAYA KARYAWAN          4.482.202.673 

 

BIAYA KANTOR DAN ADMINISTRASI: 

Perlengkapan Kantor 

Pos dan Materai 

Fotocopy 

Listrik dan Air 

Biaya Telepon dan Fax 

Biaya Sewa 

Bensin, Parkir dan Tol 

 

           87.210.422 

           45.767.401 

           46.876.340 

         551.764.600 

           72.947.454 

         224.299.665 

         297.817.962 
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Iuran Keamanan dan Kebersihan 

Biaya Asuransi 

Biaya Profesional 

Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 

Biaya Pajak Kendaraan 

Biaya Konsumsi 

Biaya Cetakan 

Biaya Rumah Tangga 

Biaya Perawatan Bangunan 

Biaya Perawatan Inventaris 

Biaya Perawatan Kendaraan 

         381.148.131 

         265.881.341 

         287.816.038 

           52.149.860 

             9.388.061 

         162.941.074 

           10.384.000 

           14.958.840 

         239.132.000 

             5.569.800 

           99.383.848 

BIAYA KANTOR DAN ADMINISTRASI       2.855.436.837 

 

BIAYA PENJUALAN: 

Biaya Angkut dan Ekspedisi 

Biaya Komisi 

Biaya Percobaan 

 

      6.588.367.606 

      2.570.945.006 

                  65.300 

BIAYA PENJUALAN      9.159.377.912 

 

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI: 

Biaya Penyusutan Inventaris 

Biaya Penyusutan Kendaraan 

 

          62.939.203 

        178.272.397 

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI         241.211.600 

 

PENDAPATAN / PENJUALAN LAIN-LAIN: 

Pendapatan Bunga Pihak III 

Laba Penjualan Aktiva Tetap 

 

        186.854.976 

        754.796.502 

PENDAPATAN / PENJUALAN LAIN-LAIN         941.651.478 

 

BIAYA PENJUALAN/PENDAPATAN LAIN:  
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Biaya Administrasi Bank 

Biaya Bunga Bank 

          33.203.241 

        330.006.911 

BIAYA PENJUALAN/PENDAPATAN LAIN         363.210.152 

 

LABA USAHA       5.396.420.430 

 

PEMBULATAN      5.396.420.000 

 

PAJAK PENGHASILAN BADAN      1.377.159.500 

Sumber: Laporan Laba Rugi PT ABC (2015) 

(2) Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usahannya 

harus mengeluarkan biaya operasional misalnya biaya gaji. Bagi 

karyawan, gaji merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas kinerja 

yang telah dilakukan. Pemberian gaji dan tunjangan lainya dimaksudkan 

perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. 

Berikut merupakan salah satu contoh rincian daftar gaji karyawan „B‟ 

(K/3): 
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Tabel 4.3 Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap 

Gaji Bruto:  

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) Rp    79.446.000 

Premi Dibayar Perusahaan Rp      3.177.840 

Tunjangan Transport Rp      7.800.000 

Tunjangan Makan Rp      6.240.000 

Tunjangan Hari Raya Rp      6.620.500 

Jumlah Penghasilan Bruto Rp   103.284.340 

Dikurangi:  

Biaya Jabatan 5% Rp       5.164.217 

Premi Dibayar Karyawan Rp          794.460 

Jumlah Pengurang Rp       5.958.677 

Jumlah Gaji Netto Setahun Rp     97.325.663 

PTKP (K/3) Rp     48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak Rp     49.325.663 

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp     49.325.000 

PPh 21 Terutang 1 Tahun 

(5% x Rp 49.325.000) 

Rp       2.466.250 

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp          205.521 

PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp       2.466.250 

PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp          205.521 

 Sumber : Data diolah (2016)  
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D. Pembahasan 

1. Menganalisis Informasi dan Data yang Ada 

Perencanaan pajak dapat dilakukan apabila memiliki 

keseluruhan data perusahaan. Fokus penelitian ini adalah laporan laba 

rugi PT ABC tahun 2015 serta rincian gaji karyawan tetap yang 

memiliki penghasilan di atas PTKP untuk memperhitungkan jumlah 

Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Adapun rincian pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC 

adalah sebagai berikut: 

a) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung sepenuhnya 

oleh PT ABC Surabaya, sehingga besarnya pajak penghasilan karyawan 

akan mempengaruhi beban Pajak Penghasilan yang ditanggung PT 

ABC Surabaya. Berdasarkan lampiran II, pajak penghasilan pasal 21 

karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun atau dapat dikatakan juga 

bahwa PT ABC Surabaya harus menanggung beban pajak penghasilan 

pasal 21 karyawan sebesar Rp 9.351.492 per bulan. 

b) Pajak Penghasilan PT ABC 

Secara umum, memperoleh labas atau keuntungan merupakan 

tujuan utama dari sebuah perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan 

sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi selama satu 

periode. Laba perusahaan tersebut merupakan dasar dari penghitungan 

pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin 
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tinggi laba yang didapatkan perusahaan, maka semakin tinggi pula 

beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan pada Lampiran I diketahui bahwa beban pajak PT ABC 

tahun 2015 sebesar Rp 1.377.159.500 dengan rincian perhitungan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Pajak Penghasilan PT ABC 

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.508.638.000 

Pajak Penghasilan Badan: 

25% x Rp 5.508.638.000 

 

Rp 1.377.159.500 

Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.131.478.500 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal 

Rp 5.508.638.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan 

sebesar 25%, sehingga diperoleh angka sebesar Rp 1.377.159.500 

sebagai pajak penghasilan badan PT ABC Surabaya. Selisih sebesar Rp 

4.131.478.500 diperoleh dari laba fiskal Rp 5.508.638.000 dikurangi 

dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, laba 

bersih PT ABC Surabaya setelah dikurangi PPh Badan adalah sebesar 

Rp 4.131.478.500. 

c) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak 

yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun sebesar: 
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Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC 

PPh Pasal 21 Karyawan Rp    112.217.900 

PPh Badan PT ABC Rp 1.377.159.500 

Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.489.377.400 

Sumber: Data diolah (2016) 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung 

atau yang harus dibayar oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 

1.489.377.400. Hasil tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 

karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 112.217.900 

ditambah dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.377.159.500. 

Jadi, PT ABC Surabaya harus membayar kewajiban pajak penghasilan 

untuk badan dan karyawannya sebesar Rp 1.489.377.400. 

 

2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya 

Pajak 

Setelah diketahui beberapa informasi terkait dengan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan Pajak Penghasilan Badan yang 

terutang, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan pajak 

yang sesuai agar dapat mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan yang 

dibayarakan oleh PT ABC Surabaya dengan membandingkan beberapa 

metode alternatif dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 

karyawan, yaitu sebagai berikut:  

a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 

(1)  Pajak Ditanggung Karyawan (Gross Method) 
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Gross method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan 

sepenuhnya. Penghasilan yang diterima dari sisi karyawan akan berkurang 

sebesar Pajak Penghasilan yang terutang, sedangkan dari sisi perusahaan 

dengan menerapkan gross method, maka tidak berpengaruh terhadap 

laporan laba rugi perusahaan. Contoh perhitungan Karyawan „B‟ (K/3) 

sebagai berikut: 

  



71 
 

 Tabel 4.6 Pajak Ditanggung Karyawan 

Gaji Bruto:  

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) Rp    79.446.000 

Premi Dibayar Perusahaan Rp      3.177.840 

Tunjangan Transport Rp      7.800.000 

Tunjangan Makan Rp      6.240.000 

Tunjangan Hari Raya Rp      6.620.500 

Jumlah Penghasilan Bruto Rp   103.284.340 

Dikurangi:  

Biaya Jabatan 5% Rp       5.164.217 

Premi Dibayar Karyawan Rp          794.460 

Jumlah Pengurang Rp       5.958.677 

Jumlah Gaji Netto Setahun Rp     97.325.663 

PTKP (K/3) Rp     48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak Rp     49.325.663 

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp     49.325.000 

PPh 21 Terutang 1 Tahun 

(5% x Rp 49.325.000) 

Rp       2.466.250 

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp          205.521 

PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp       2.466.250 

PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp          205.521 

 Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui jika pajak ditanggung 

karyawan „B‟ (K/3) adalah Rp 205.521 per bulan atau dalam setahun 
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karyawan „B‟ harus menyetor Rp 2.466.250 ke kas negara. Penghasilan 

karyawan „B‟ setiap bulan berkurang sebesar Rp 205.521, sedangkan 

perusahaan tidak mengalami kerugian karena beban pajak karyawan 

ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yang bersangkutan. 

(2)  Pajak Ditanggung Perusahaan (Net Method) 

Net method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan 

menanggung beban PPh 21 atas karyawan, sedangkan dari sisi karyawan 

penghasilan yang diterima tidak berkurang. Pajak yang ditanggung 

pemberi kerja bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, melainkan 

kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat 

dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja. 
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Tabel 4.7 Pajak Ditanggung Perusahaan 

Gaji Bruto:  

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) Rp    79.446.000 

Premi Dibayar Perusahaan Rp      3.177.840 

Tunjangan Transport Rp      7.800.000 

Tunjangan Makan Rp       6.240.000 

Tunjangan Hari Raya Rp       6.620.500 

Jumlah Penghasilan Bruto Rp   103.284.340 

Dikurangi:  

Biaya Jabatan 5% Rp       5.164.217 

Premi Dibayar Karyawan Rp          794.460 

Jumlah Pengurang Rp      5.958.677 

Jumlah Gaji Netto Setahun Rp    97.325.663 

PTKP (K/3) Rp    48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak Rp    49.325.663 

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp    49.325.000 

PPh 21 Terutang 1 Tahun 

(5% x Rp 49.325.000) 

Rp      2.466.250 

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp         205.521 

PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp      2.466.250 

PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp         205.521 

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui, jika pajak ditanggung 

perusahaan maka pajak penghasilan karyawan „B‟ (K/3) yang harus 



74 
 

ditanggung oleh perusahaan adalah Rp 205.521 per bulan atau dalam 

setahun PT ABC harus menanggung Rp 2.466.250. Perusahaan akan 

mengalami kerugian karena beban pajak karyawan tidak dapat dibebankan 

sebagai biaya karena dianggap sebagai natura atau kenikmatan, sedangkan 

bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang. 

(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak 

Pemberian tunjangan pajak diharapkan dapat mengurangi jumlah 

Pajak Penghasilan pasal 25 yang ditanggung oleh perusahaan dengan 

mengalihkan kepada Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayar oleh 

karyawan, akan tetapi pemberian tunjangan pajak ini dapat meningkatkan 

jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan 

diasumsikan sebesar pajak terutang dengan metode pajak ditanggung oleh 

perusahaan (net method). Berikut merupakan contoh perhitungan: 
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Tabel 4.8 Tunjangan Pajak 

Gaji Bruto:  

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) Rp    79.446.000 

Premi  Dibayar Perusahaan Rp      3.177.840 

Tunjangan Transport Rp      7.800.000 

Tunjangan Makan Rp       6.240.000 

Tunjangan Hari Raya Rp       6.620.500 

Tunjangan Pajak Rp       2.466.250 

Jumlah Penghasilan Bruto Rp   105.750.590 

Dikurangi:  

Biaya Jabatan 5% Rp       5.287.530 

Premi Dibayar Karyawan Rp          794.460 

Jumlah Pengurang Rp      6.081.990 

Jumlah Gaji Netto Setahun Rp    99.668.600 

PTKP (K/3) Rp    48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak Rp    51.668.600 

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp    51.668.000 

PPh 21 Terutang 1 Tahun 

(5%xRp 50.000.000) + (15%xRp 1.668.000) 

Rp      2.750.200 

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp         229.183 

Tunjangan Pajak Rp       2.466.250 

PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp          283.950 

PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp            23.663 

 Sumber : Data diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui pajak terutang karyawan „B‟ 

setelah diberi tunjangan pajak adalah Rp 2.750.200. Jika perusahaan 

memberikan tunjangan pajak sebesar pajak terutang dengan metode pajak 

ditanggung perusahaan (net method) Rp 2.466.250, maka terdapat selisih 

antara tunjangan pajak dengan pajak terutang setelah diberi tunjangan 

pajak. Terdapat selisih Rp 283.950 per tahun yang dibebankan kepada 

karyawan „B‟ karena perusahaan hanya memberikan tunjangan pajak 

sebesar Rp 2.466.250. 

(4)  Gross Up Method 

Gross up method adalah metode alternatif diantara metode yang 

telah dijelaskan tersebut karena metode ini menguntungkan bagi kedua 

belah pihak, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Penerapan 

Gross up method, perusahaan memberikan tunjangan pajak (tax 

allowance) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang 

dengan perhitungan matematika yang sistematis, yaitu dengan cara di 

gross-up. Dilihat dari sudut pandang perusahaan, tunjangan pajak 

merupakan pengurang penghasilan karena bersifat benefit in cash, 

sedangkan bagi karyawan merupakan take home pay yang tidak akan 

berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya 

penghasilan yang ada akan di gross-up sebesar pajak yang terutang. 
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Tabel 4.9 Gross Up 

Gaji Bruto:  

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) Rp    79.446.000 

Premi Dibayar Perusahaan Rp      3.177.840 

Tunjangan Transport Rp      7.800.000 

Tunjangan Makan Rp       6.240.000 

Tunjangan Hari Raya Rp       6.620.500 

Tunjangan Pajak (Gross Up) Rp       2.797.450 

Jumlah Penghasilan Bruto Rp   106.081.790 

Dikurangi:  

Biaya Jabatan 5% Rp       5.304.090 

Premi Dibayar Karyawan Rp          794.460 

Jumlah Pengurang Rp       6.098.550 

Jumlah Gaji Netto Setahun Rp     99.983.240 

PTKP (K/3) Rp     48.000.000 

Penghasilan Kena Pajak Rp     51.983.240 

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp     51.983.000 

PPh 21 Terutang 1 Tahun 

(5%xRp 50.000.000) + (15%xRp 1.983.000) 

Rp      2.797.450 

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp         233.120 

Tunjangan Pajak Setahun Rp      2.797.450 

PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp              0 

PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp              0 

Sumber : Data diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui, jika menerapkan metode 

gross up, maka pajak penghasilan karyawan „B‟ (K/3) yang harus dibayar 

oleh perusahaan adalah Rp 0 per bulan atau dalam setahun PT ABC 

menanggung Rp 0 karena sebelumnya tunjangan pajak tersebut telah di 

gross-up dan dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai 

dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 

Tahun 2008 serta penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang.  

b) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Menentukan Metode yang Tepat 

(1)  Pajak Ditanggung Karyawan (Gross Method) 
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Tabel 4.10 Take Home Pay (Pajak Ditanggung Karyawan) 

Take Home Pay:  

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp     99.312.040 

Dikurangi:   

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp       2.466.250 

Total Rp     96.845.790 

Biaya Fiskal:  

Penghasilan Bruto Rp     96.845.790 

Total Rp     96.845.790 

Biaya Komersial:  

Biaya Fiskal Rp     96.845.790 

Ditambah:  

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp             - 

Total Rp     96.845.790 

Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp            - 

Sumber : Data diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan 

setahun karyawan „B‟ adalah Rp 99.312.040 kemudian dikurangi dengan 

pajak terutang sebesar Rp 2.466.250, sehingga diperoleh Rp 96.845.790 

yang merupakan take home pay yang akan dibawa pulang karyawan. Tidak 

terdapat selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial jika pajak terutang 

ditanggung oleh karyawan. 

(2) Pajak Ditanggung Perusahaan (Net Method) 
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Tabel 4.11 Take Home Pay (Pajak Ditanggung Perusahaan) 

Take Home Pay:  

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp      99.312.040 

Dikurangi:   

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp            - 

Total Rp     99.312.040 

Biaya Fiskal:  

Penghasilan Bruto Rp     99.312.040 

Total Rp     99.312.040 

Biaya Komersial:  

Biaya Fiskal Rp     99.312.040 

Ditambah:  

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp       2.466.250 

Total Rp   101.778.290 

Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp       2.466.250 

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan 

setahun karyawan „B‟ adalah Rp 99.312.040. Ditambah dengan pajak 

penghasilan terutang sebesar Rp 2.466.250 yang ditanggung perusahaan, 

sehingga diperoleh Rp 101.778.290. Terdapat selisih biaya fiskal dan 

komersial sebesar Rp 2.466.250 karena pajak tersebut ditanggung oleh 

perusahaan, sehingga take home pay yang dapat dibawa pulang oleh 

karyawan sebesar Rp 99.312.040. Perusahaan mengalami kerugian jika 

pajak ditanggung perusahaan karena biaya pajak tidak dapat dibebankan 
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sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), sedangkan bagi karyawan 

penghasilan yang diterimanya tidak berkurang. 

(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak 

Tabel 4.12 Take Home Pay (Diberi Tunjangan Pajak) 

Take Home Pay:  

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp    101.778.290 

Dikurangi:     

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp        2.750.200 

Total Rp     99.028.090 

Biaya Fiskal:  

Penghasilan Bruto Rp     99.028.090 

Total Rp     99.028.090 

Biaya Komersial:  

Biaya Fiskal Rp     99.028.090   

Ditambah:  

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp            -  

Total Rp     99.028.090 

Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp           -       

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun 

karyawan „B‟ sebesar Rp 101.778.290. Dikurangi dengan pajak 

penghasilan terutang sebesar Rp 2.750.200, sehingga take home pay yang 

dibawa pulang oleh karyawan „B‟ sebesar Rp 99.028.090. Tidak terdapat 
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selisih antara biaya komersial dan fiskal karena beban pajak penghasilan 

karyawan yang ditunjang perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya. 

(4)  Gross Up Method 

Tabel 4.13 Take Home Pay (Gross Up Metod) 

Take Home Pay:  

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp     102.109.490 

Dikurangi:  

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp          2.797.450 

Total Rp       99.312.040 

Biaya Fiskal:  

Penghasilan Bruto Rp       99.312.040 

Total Rp       99.312.040 

Biaya Komersial:  

Biaya Fiskal Rp       99.312.040 

Ditambah:   

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp               - 

Total Rp        99.312.040 

Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp             -   

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa gaji dan tunjangan 

karyawan „B‟ setahun sebesar Rp 102.109.490. dikurangi dengan pajak 

penghasilan terutang sebesar Rp 2.797.450, sehingga take home pay 

setahun yang dibawa pulang oleh karyawan „B‟ sebesar Rp 99.312.040. 
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Tidak terdapat selisih antara biaya komersial dan fiskal. Baik perusahaan 

maupun karyawan tidak mengalami kerugian. 

  

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak 

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses 

mengevaluasi beberapa alternatif yang ada. Ditinjau dari segi perpajakan, 

alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan 

biaya, oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang 

menjanjikan keuntungan yang terbesar. Sebagian besar dari tindakan yang 

diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan 

pajak (tax benefit) atau biaya pajak (tax cost). Seorang pengambil 

keputusan harus mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak 

terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut. 

Pemilihan alternatif perpajakan tersebut berdasarkan beban pajak yang 

paling efisien yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan 

perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya ingin menikmati hasil usahanya 

seoptimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari 

perencanaan pajak yang dilakukan. Evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pajak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dalam menerapkan metode perencanaan pajak yang 

paling sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan, PT ABC sudah 

tepat dalam memberikan tunjangan makan dan transport kepada 
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karyawannya dalam bentuk tunai. Hal tersebut memberikan keuntungan 

bagi perusahaan karena tunjangan makan dan tunjangan transport yang 

diberikan kepada karyawan dapat dibebankan sebagai biaya sesuai 

dengan Pasal 6 ayat (1). Laba bersih yang diperoleh menjadi semakin 

kecil dan pajak terutang yang dibayar perusahaan menjadi semakin 

rendah pula. Akan tetapi dari segi pembebanan biaya pajak penghasilan 

karyawan, perusahaan akan mengalami kerugian jika terus menerapkan 

kebijakan untuk menanggung pajak penghasilan karyawannya.  

a. Hasil Pemilihan Metode 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka berikut ini 

merupakan tabel perbandingan hasil pemilihan metode yang paling 

sesuai untuk perusahaan. 

Tabel 4.14 Hasil Pemilihan Metode 

 

Keterangan 

 

THP 

 

Biaya 

Fiskal 

 

Biaya 

Komersial 

Selisih 

Biaya 

Fiskal dan 

Komersial 

Ditanggung 

Karyawan 

  96.845.790   96.845.790   96.845.790         - 

Ditanggung 

Perusahaan 

  99.312.040   99.312.040 101.778.290   2.466.250 

Tujangan 

Pajak 

  99.028.090   99.028.090   99.028.090        - 

Gross Up   99.312.040   99.312.040   99.312.040        - 

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa take home pay 

yang dibawa pulang karyawan yang paling rendah adalah jika 

menerapkan pajak ditanggung oleh karyawan yaitu sebesar Rp 
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96.845.790. Hal tersebut memberikan kerugian dari sisi karyawan. 

Selanjutnya adalah pemberian tunjangan pajak, yaitu sebesar Rp 

99.028.090 yang berakibat take home pay yang diterima karyawan juga 

tetap rendah. Take home pay yang paling besar yang dibawa pulang oleh 

karyawan adalah jika pajak ditanggung oleh perusahaan dan menerapkan 

metode gross-up. Akan tetapi, pada pajak ditanggung perusahaan terjadi 

selisih biaya fiskal dan komersial sebesar Rp 2.466.250, sedangkan jika 

menerapkan metode gross-up tidak terjadi selisih biaya komersial dan 

fiskal.  

b. Take Home Pay (Perbulan) 

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan 

take home pay karyawan per bulan. 

Tabel 4.15 Take Home Pay Karyawan/bulan 

Keterangan THP Per Bulan 

Ditanggung Karyawan Rp   8.070.483 

Ditanggung Perusahaan Rp   8.276.003 

Tujangan Pajak Rp   8.252.341 

Gross Up Rp   8.276.003 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan keempat metode tersebut, take home pay atau gaji 

yang dibawa pulang oleh karyawan menghasilkan angka yang berbeda-

beda. Karyawan akan membawa pulang gaji sebesar Rp 8.070.483 jika 

pajak ditanggung oleh karyawan; Rp 8.276.003 jika pajak ditanggung 

oleh perusahaan; Rp 8.252.341 jika perusahaan memberikan tunjangan 
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pajak; serta Rp 8.276.003 jika perusahaan menerapkan metode gross-up. 

Diantara keempat metode tersebut, pajak ditanggung perusahaan dan 

penerapan metode gross-up lah yang menguntungkan bagi karyawan 

karena gaji yang dibawa pulang oleh karyawan jumlahnya yang paling 

besar. 

 

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana 

Pajak 

Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan beban 

pajak yang ditanggung perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan 

karyawan. Prinsip dapat dipajaki (taxable) dan dapat dibiayakan 

(deductible) merupakan prinsip yang lazim digunakan dalam 

perencanaan pajak. Pada umumnya prinsip ini mengubah biaya yang 

tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau 

sebaliknya mengubah biaya penghasilan yang merupakan obyek pajak 

menjadi penghasilan yang bukan obyek pajak, dengan konsekuensi 

terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut. 

Melalui prinsip taxable dan deductible tersebut, maka dapat dilakukan 

usaha untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan yaitu dengan 

cara mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk 

tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai 

prinsip dapat dipajaki dan dapat dikurangkan yang menganut ketentuan 

undang-undang perpajakan.  
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Apabila pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti 

biaya pajak penghasilan karyawan diubah menjadi tunjangan pajak 

maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak 

Penghasilan, tunjangan pajak yang diberikan dalam bentuk uang 

tersebut merupakan penghasilan yang akan dipajaki dan dilain pihak 

berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tunjangan pajak tersebut 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Melalui 

perencanaan pajak, maka akan dipilih resiko yang paling minim terjadi 

apabila menerapkan masing-masing metode penghitungan pajak. 

Berdasarkan metode penghitungan pajak yang telah dijelaskan tersebut, 

maka berikut ini merupakan analisis dari metode-metode tersebut: 

1) Pajak Ditanggung Karyawan 

(a) Penghasilan yang diterima karyawan (take home pay) akan 

dipotong sebesar pajak penghasilan yang terutang. Hal ini 

merugikan dari sisi karyawan karena penghasilan yang diterima 

karyawan berkurang sebesar pajak penghasilan yang terutang. 

(b) Perusahaan dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan 

karyawan karena membebankan pajak penghasilan karyawan. 

(c) Perusahaan tidak mengalami kerugian karena tidak menanggung 

pajak penghasilan karyawannya. 

(d) Tidak terjadi koreksi positif maupun negatif pada laporan laba 

rugi perusahaan atas beban gaji. 

2) Pajak Ditanggung Perusahaan 
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(a) Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena dianggap sebagai 

natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja. 

(b) Take home pay yang diterima karyawan akan tetap jumlahnya 

atau penghasilan yang diterima tidak berkurang, sehingga 

karyawan diuntungkan. 

(c) Terjadi koreksi positif pada laporan laba rugi atas beban gaji 

karyawan karena Pajak Penghasilan karyawan tidak dapat 

dibebankan sebagai biaya. 

(d) Biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah yang paling besar 

jika menerapkan metode ini karena perusahaan menanggung 

pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan karyawan. 

3) Tunjangan Pajak 

(a) Tunjangan pajak diasumsikan diberikan perusahaan sebesar 

pajak penghasilan yang terutang dengan net method. 

(b) Terjadi selisih antara tunjangan pajak yang diberikan dengan 

pajak penghasilan yang harus dibayar, sehingga karyawan yang 

akan dirugikan karena menanggung selisih tersebut. 

(c) Tidak terjadi koreksi baik positif maupun negatif pada laporan 

laba rugi perusahaan. 

4) Gross Up 

(a) Penghasilan bruto karyawan meningkat, tetapi take home pay 

yang diterima oleh karyawan tetap jumlahnya. 
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(b) Tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya 

perusahaan. 

(c) Biaya pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar dengan 

memberikan tunjangan pajak dengan rumus tertentu, tetapi hal 

tersebut berakibat pada rendahnya pajak penghasilan yang 

terutang. 

 

5. Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 terhadap 

Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya 

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, maka berikut ini 

merupakan pengaruh dari penghitungan Pajak Penghasilan karyawan terhadap 

pajak penghasilan PT ABC Surabaya. 

a. Pajak Ditanggung Karyawan 

(1)  Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila 

menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan, maka Pajak 

Penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dipotong dari penghasilan 

karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun. Bagi perusahaan tidak akan 

berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan karyawan 

tersebut ditanggung atau dipotong dari penghasilan karyawan sepenuhnya. 

Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar pajak 

penghasilan yang terutang, sehingga jika menerapkan metode ini akan 

merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi 

koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena 
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pajak penghasilan karyawan seluruhnya ditanggung oleh masing-masing 

karyawan. 

(2)  Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya 

Besarnya Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya apabila menerapkan 

metode pajak penghasilan ditanggung karyawan, maka tidak terjadi 

perubahan besarnya pajak penghasilan badan. Tabel 4.16 merupakan tabel 

Pajak Penghasilan badan jika menerapkan metode pajak ditanggung 

karyawan. 

Tabel 4.16 Pajak Penghasilan PT ABC 

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.508.638.000 

Pajak Penghasilan Badan: 

25% x Rp 5.508.638.000 

 

Rp 1.377.159.500 

Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.131.478.500 

Sumber: Data Diolah (2016) 

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode 

pajak ditanggung karyawan, maka dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa laba 

fiskal sebesar Rp 5.508.638.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan 

tarif pajak penghasilan Badan sebesar 25%, sehingga pajak penghasilan 

terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 1.377.159.500. Laba bersih setelah 

dikurangi Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 4.131.478.500.  

(3)  Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya 

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel 4.17 menunjukkan beban 

Pajak Penghasilan secara keseluruhan yang ditanggung oleh PT ABC 

Surabaya dengan rincian: 
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Tabel 4.17 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC 

PPh Pasal 21 Karyawan         Rp           0                   

PPh Badan PT ABC Rp 1.377.159.500 

Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.377.159.500 

Sumber: PT ABC Surabaya (data diolah 2016) 

Berdasarkan tabel 4.17 dengan menggunakan gross methods (pajak 

ditanggung karyawan), maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang 

ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0 dan beban pajak 

penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC Rp 1.377.159.500.  

 

b. Pajak Ditanggung Perusahaan 

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila 

menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan, maka Pajak 

Penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun. Bagi 

perusahaan berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan 

karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. 

Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang, sehingga 

jika menerapkan metode ini akan merugikan dari pihak perusahaan. Pada 

akhir periode dilakukan koreksi positif atas biaya gaji karena tidak dapat 

dibebankan sebagai biaya dan dianggap sebagai natura atau kenikmatan. 

(2) Pajak Penghasilan PT ABC 

Berdasarkan pada Lampiran VI diketahui bahwa beban pajak PT ABC 

tahun 2015 sebesar Rp 1.377.159.500 dengan rincian perhitungan: 
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Tabel 4.18 Pajak Penghasilan PT ABC 

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.508.638.000 

Pajak Penghasilan Badan: 

25% x Rp 5.508.638.000 

 

Rp 1.377.159.500 

Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.131.478.500 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal 

sebesar Rp 5.396.421.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan 

sebesar 25%, sehingga Pajak Penghasilan Badan PT ABC sebesar Rp 

1.377.159.500. Laba bersih PT ABC Surabaya setelah dikurangi PPh Badan 

adalah sebesar Rp 4.131.478.500. 

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak 

penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun 

jika menerapkan pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan sebesar: 

Tabel 4.19 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC 

PPh Pasal 21 Karyawan Rp    112.217.900 

PPh Badan PT ABC Rp 1.377.159.500 

Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.489.377.400 

Sumber: Data diolah (2016) 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung atau 

yang harus dibayar oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 1.489.377.400. Hasil 

tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung 

perusahaan sebesar Rp 112.217.900 ditambah dengan Pajak Penghasilan 

Badan sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, dalam tahun 2015 PT ABC Surabaya 
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harus membayar kewajiban pajak penghasilan untuk badan dan karyawannya 

sebesar Rp 1.489.377.400. 

 

c. Diberikan Tunjangan Pajak 

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila 

perusahaan menerapkan pemberian tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan 

pasal 21 karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 0 karena 

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang diasumsikan 

sebesar pajak penghasilan terutang dengan metode pajak ditanggung 

perusahaan (net method), yaitu Rp 112.217.900. Tunjangan pajak  tersebut 

dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), tetapi jika 

perusahaan menerapkan metode ini Pajak Penghasilan karyawan akan 

meningkat menjadi Rp 122.896.250, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 

10.678.350 yang harus ditanggung oleh karyawan yang tentunya akan 

merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi 

koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena 

tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. 

 

(2)  Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya 

Tabel 4.20 merupakan tabel pajak penghasilan badan apabila 

menerapkan perencanaan pajak dengan metode pemberian tunjangan pajak 

penghasilan. 
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Tabel 4.20 Pajak Penghasilan PT ABC 

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.396.420.000 

Pajak Penghasilan Badan: 

25% x Rp 5.396.420.000 

 

Rp 1.349.105.000 

Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.047.315.000 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp 

5.396.420.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak 

penghasilan badan 25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh 

angka sebesar Rp 1.349.105.000. Laba bersih setelah PPh PT ABC jika 

menerapkan metode pemberian tunjangan pajak sebesar Rp 4.047.315.000. 

(3)  Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak 

penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun 

jika menerapkan pemberian tunjangan pajak adalah: 

Tabel 4.21 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC 

PPh Pasal 21 Karyawan         Rp           0                   

PPh Badan PT ABC Rp 1.349.105.000 

Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.349.105.000 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.21 dengan menggunakan metode pemberian 

tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang 

ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena 

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp 

112.217.900 yang dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 
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ayat (1), sehingga Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC selama 

setahun sebesar Rp 1.349.105.000. 

 

d. Gross Up Methods 

(1)  Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila 

perusahaan menerapkan gross up method, maka pajak penghasilan pasal 21 

karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 0 karena pajak 

penghasilan karyawan yang harus dibayar oleh perusahaan dengan nama 

“tunjangan pajak” dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1), 

sehingga perusahaan tidak dirugikan dengan membayar beban pajak 

karyawannya dan penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang. Pada 

akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas 

biaya gaji tersebut.  

(2)  Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya 

Tabel 4.16 merupakan tabel pajak penghasilan badan setelah 

dilakukannya perencanaan pajak dengan metode gross-up. 

Tabel 4.22 Pajak Penghasilan PT ABC 

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.384.232.000 

Pajak Penghasilan Badan: 

25% x Rp 5.384.232.000 

 

Rp 1.346.058.000 

Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.038.174.000 

Sumber: Data diolah (2016) 

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode 

gross-up, maka dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp 
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5.384.232.000. Laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan badan 

25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 

1.346.058.000. Laba bersih setelah PPh PT ABC jika menerapkan metode 

gross-up sebesar Rp 4.038.174.000. 

 

(3)  Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya 

Tabel 4.23 menunjukkan beban Pajak Penghasilan yang ditanggung 

oleh PT ABC Surabaya selama setahun dengan rincian: 

Tabel 4.23 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC 

PPh Pasal 21 Karyawan         Rp           0                   

PPh Badan PT ABC Rp 1.346.058.000 

Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.346.058.000 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.23 dengan menggunakan metode gross-up, 

maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT ABC 

Surabaya sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena beban pajak penghasilan 

karyawan yang seharusnya ditanggung perusahaan sebesar Rp 124.406.200 

boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat 

(1) yang berakibat pula pada menurunnya laba perusahaan, sehingga beban 

Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC Rp 1.346.058.000. 

Menurut perhitungan yang telah dilakukan, berikut ini merupakan 

tabel perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan PT ABC. 
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Tabel 4.24 Penghematan Pajak 

Metode 

Penghitungan 

PPh 21 

Karyawan 

PPh Badan 

25% 

Total PPh Penghematan 

Pajak 

Berdasarkan 

Perusahaan 

Karyawan 

 

           0  1.377.159.500 1.377.159.500 112.217.900 

Perusahaan 

 

 112.217.900  1.377.159.500 1.489.377.400           0 

Tunjangan 

 

           0 1.349.105.000 1.349.105.000 140.272.400 

Gross Up 

 

           0 1.346.058.000 1.346.058.000 143.319.400 

Sumber: Data diolah (2016) 

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa penghematan pajak terbesar adalah 

apabila menerapkan metode gross up, yaitu sebesar Rp 143.319.400. 

Menurut perhitungan yang telah dilakukan, maka berikut ini merupakan 

tabel perbandingan laba bersih penerapan metode alternatif. 

Tabel 4.25 Perbandingan Laba Bersih 

 

Keterangan 

 Ditanggung 

Karyawan 

Ditanggung 

Perusahaan 

Diberikan 

Tunjangan 

Pajak  

Gross Up 

Method 

Laba 

Komersial 

 

5.508.638.330 

 

5.396.420.430 

 

5.396.420.430 

 

5.384.232.130 

Koreksi Fiskal          -    112.217.900         -          - 

Laba Kena 

Pajak Fiskal 

 

5.508.638.330 

 

5.508.638.330 

 

5.396.420.430 

 

5.384.232.130 

Laba Kena 

Pajak Fiskal 

Pembulatan 

 

5.508.638.000 

 

5.508.638.000 

 

5.396.420.000 

 

5.384.232.000 

Pajak 

Penghasilan 

Terutang 25% 

 

1.377.159.500 

 

1.377.159.500 

 

1.349.105.000 

 

1.346.058.000 

Laba Bersih 

Fiskal 

4.131.478.500 4.131.478.500 4.047.315.000 4.038.174.000 

Sumber: Data diolah (2016) 
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Tabel 4.24 menunjukkan bahwa laba bersih yang paling optimal 

adalah apabila perusahaan menerapkan metode gross up. Laba bersih 

dengan menerapkan metode gross up sebesar Rp 4.038.174.000; pemberian 

tunjangan pajak sebesar Rp 4.047.315.000; pajak ditanggung karyawan 

maupun perusahaan sebesar Rp 4.131.478.500. 

 

6. Memutakhirkan Rencana Pajak 

Memutakhirkan perencanaan pajak merupakan konsekuensi yang 

perlu dilakukan oleh manajer perusahaan. Memutakhirkan rencana pajak 

dilakukan dengan memberikan masukan kepada manajer perusahaan atas 

perencanaan pajak yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk 

memperbaiki kebijakan yang ada di perusahaan dan untuk memperoleh hasil 

yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan 

karyawan. Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, sudah sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada beberapa 

ketentuan, yaitu Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

Nomor 36 Tahun 2008, hanya saja dalam penerapan metode penghitungan 

pajak sebaiknya perusahaan mengganti dengan kebijakan yang baru yaitu 

dengan cara gross-up karena dengan cara tersebut dapat mengefisiensikan 

Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC tanpa merugikan dari pihak 

karyawan.  

Berdasarkan tabel 4.24 dan lampiran VI dapat diketahui perencanaan 

pajak yang terbaik untuk dilakukan adalah mengganti penerapan metode 

penghitungan pajak dari pajak ditanggung perusahaan (net method) menjadi 
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gross up method. Sebelum melakukan perencanaan pajak, Pajak Penghasilan 

yang ditanggung oleh PT ABC baik untuk Pajak Penghasilan Karyawan 

maupun Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.489.377.400. Setelah 

penerapan metode gross up, Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT 

ABC mengalami penurunan menjadi  Rp 1.346.058.000, sehingga terdapat  

penghematan Pajak sebesar Rp 143.319.400. Penerapan gross up method 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan beban 

Pajak Penghasilan karyawan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, 

sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Laporan Laba Rugi PT ABC masih terdapat akun yang dapat dikoreksi 

positif, yaitu biaya gaji karyawan karena pajak penghasilan karyawan 

yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, 

sehingga total pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC sebesar 

Rp 1.489.377.400. 

2. Model perencanaan pajak, diketahui besarnya pajak penghasilan 

karyawan yang terutang dengan penerapan masing-masing metode, yaitu: 

a) Pajak ditanggung karyawan Rp 205.521 per bulan; b) Pajak ditanggung 

perusahaan Rp 205.521 per bulan; c) Diberikan Tunjangan Pajak Rp 

23.663 per bulan; d) Gross Up Method Rp 0. 

3. Kebijakan yang telah diterapkan PT ABC sudah tepat terkait pemberian 

tunjangan makan dan tunjangan transport, tetapi dilain sisi terus menerus 

menanggung pajak penghasilan karyawan akan berakibat menurunnya 

laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan tidak dapat 

membebankan pajak penghasilan karyawan sebagai biaya sesuai dengan 

Pasal 9 ayat (1), sehingga apabila perusahaan terus menanggung pajak 

penghasilan karyawan akan merugikan perusahaan.  
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4. Pengaruh penerapan metode penghitungan pajak terhadap Pajak 

Penghasilan PT ABC adalah: a) Pajak ditanggung karyawan Rp 

1.377.159.500; b) Pajak ditanggung perusahaan Rp 1.489.377.400; c) 

Diberikan tunjangan pajak  sebesar Rp 1.349.105.000; d) Gross Up 

Method Rp1.346.058.000. 

5. Memutakhirkan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mengganti 

kebijakan yang telah dilakukan perusahaan dari pajak ditanggung 

perusahaan (net method) menjadi gross up method dikarenakan terdapat 

peghematan pajak sebesar Rp 143.319.400.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, perhitungan dan kesimpulan yang 

telah diberikan tersebut, maka akan diberikan beberapa saran untuk PT ABC 

sebagai referensi dalam kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan 

keputusan, yaitu: 

1. PT ABC Surabaya sebaiknya mengubah biaya-biaya yang tidak 

diperbolehkan menjadi pengurang sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) menjadi 

biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang sesuai Pasal 6 ayat (1), 

misalnya saja mengganti biaya pajak penghasilan karyawan menjadi 

bentuk tunjangan pajak penghasilan. 

2. Berdasarkan pada kondisi perusahaan, maka PT ABC Surabaya sebaiknya 

melakukan penghitungan pajak penghasilan dengan menerapkan metode 

gross up karena metode tersebut merupakan metode yang paling 

menguntungkan jika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bagi perusahaan 
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dan juga karyawan. Penerapan metode gross up sangat membantu 

perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang 

ditanggungnya serta bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak 

berkurang. 

3. Penerapan gross up method diharapkan mampu untuk memotivasi atau 

meningkatkan semangat serta meningkatkan kinerja para karyawannya. 

Apabila perusahaan menerapkan metode ini, perusahaan sebagai entitas 

bisnis akan dianggap peduli terhadap para karyawannya dan di mata 

masyarakat nama perusahaan ini akan semakin dipercaya sebagai 

perusahaan yang memperlakukan dengan baik para karyawannya. 
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